





Berdasarkan data-data dan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam 
bab sebelumnya kemudian dilakukan analisa terhadap permasahalan maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
Bahwa pembebanan ganti kerugian terhadap pengguna jasa (konsumen) 
yang dirugikan telah disepakati oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 
dan PT. Jogja Tugu Trans dimana segala bentuk kerugian akan ditanggung oleh 
PT. Jogja Tugu Trans sesuai dengan Pasal 1367 KUHPerdata dan ganti kerugian 
tetap akan diberikan kepada pengguna jasa (konsumen) dengan memperhatikan 
prosedur yang ditentukan dan sesuai dengan prinsip Liability Based on Risk. 
B. Saran 
Saran yang perlu diperhatikan bagi Pemerintah Daerah Istimewa 
Yogyakarta dan PT. Jogja Tugu Trans dalam mengoperasionalkan Trans Jogja 
sebagai berikut: 
1. Perlu diperhatikan bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan  PT. 
Jogja Tugu Trans dalam melakukan pembaharuan mengenai perjanjian 
kerjasama mengenai pengoperasioan bus Trans Jogja hendaknya 





menepatkan klausul ganti kerugian dalam Standar Pelayanan Minimal, karena 
Standar Pelayanan Minimal hanya berupa standarnisasi mengenai persyaratan 
yang harus dipenuhi dalam pengoperasioan bus oleh PT. Jogja Tugu Trans 
2. Lebih terbuka dalam prosedur operasional bus melalui pembinaan ataupun 
sosialisasi dengan tujuan memberikan informasi kepada masyarakat Daerah 
Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya mengenai hak sebagai pengguna jasa, 
tata cara dan prosedur tuntutan ganti kerugian, dan standarnisasi yang telah 
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